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ABSTRAK :

CATATAN :

Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan
pertanian tidak dapat terlepas dari air, oleh karena itu irigasi sebagai salah satu
komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang
sangat penting. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,
mengamanatkan penguasaan Sumber Daya Air oleh Negara diselenggarakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi Pasal 85 ayat (7) menyebutkan ketentuan lebih
lanjut mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem yang dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi diatur dengan Peraturan
Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun
1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10
Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 20 Tahun 2006; PP
No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2005.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Irigasi dengan menetapkan batasan
istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan
Tujuan; 3. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem lIrigasi; 4. Kelembagaan Pengelolaan
Irigasi; 5. Wewenang dan Tanggungjawab; 6. Partisipasi Masyarakat Petani dalam
Pengembangan dan Pengelolaan Sitem lIrigasi; 7. Pemberdayaan; 8. Pengelolaan Air
Irigasi; 9. Pengembangan Jaringan Irigasi; 10. Pengelolaan Jaringan Irigasi; 11.
Larangan; 12. Pengelolaan Aset lIrigasi; 13. Pembiayaan; 14. Alih Fungsi Lahan
Beririgasi; 15. Pengawasan; 16. Ketentuan Penyidikan; 17. Ketentuan Pidana; 18.
Ketentuan Peralihan; 19. Ketentuan Penutup.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 29 April 2008

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 36 Tahun 2002 tentang lIrigasi (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2002 Nomor 81), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peroraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh
Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
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